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KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Pengertian Kepariwisataan

Pengertian Kepariwisataan menurut Undang-Undang diob® Tahun
2009 Tentang Kepariwisataan pada Bab | Pasal 14ylaahwa Kepariwisataan
adalah “keseluruhan kegiatan yang terkait denganwggata dan bersifat
multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagaijud kebutuhan setiap
orang dan Negara serta interaksi antara wisataveain ndasyarakat setempat,
sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerghedgusaha”.

Pengembangan kepariwisataan merupakan kegiatams lirsektoral.
Dengan demikian suksesnya pembangunan kepariwisateesional sangat
ditentukan oleh adanya dukungan serta partisipadif aeluruh lapisan
masyarakat, baik pemerintah, pihak swasta, maumsyanakat lainnya. Sebagai
industri perdagangan jasa, kegiatan pariwisatak tigdalepas dari peran serta

pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerd#atah.

B. Teori Pelayanan

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegrateg terjadi dalam
interaksi langsung antara seseorang dengan orangtéa mesin secara fisik, dan
menyediakan kepuasan pelanggan. Dalam Kamus BeahasB Indonesia
dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kedutarang lain. Sedangkan
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melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) yapey diperlukan

seseorang. Kep. Menpan No0.81/93 menyatakan bahlagap@an umum adalah

segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh peta@rimpusat/ daerah,

BUMN/BUMD, dalam rangka pemenuhan kebutuhan maggtradan atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Peningkatan Pelayanan

Program peningkatan pelayanan merupakan salatupaya perusahaan

untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepam@sikmen. Program
peningkatan pelayanan tersebut menjadi sangatngentiengingat sebagai
perusahaan yang melayani kebutuhan masyarakadubBbc servicg maka
tuntutan pelayanan yang diberikan secara baik @magaimana mestinya
menjadi suatu keharusan. Masalah yang timbul addlahwa pada
perusahaan yang melayani kebutuhan masyarakatreagdi sesuatu hal
yang langka bagi para pelaksanan perusahaan, ap&iagahaan tersebut
merupakan perusahaan dengan status badan usaha Meijara, dan
merupakan perusahaan dengan jasa produk monopali dilutuhkan
masyarakat luas. Program peningkatan pelayananmi@njadi sesuatu
program yang mungkin dianggap aneh bagi para sfakgana di lapangan,
karena dengan pelayanan yang apa adanya produkapean yang bersifat
monopoli itupun masih dibutuhkan masyarakat luanimjkatan pelayanan
mungkin dianggap sebagai program yang mengadaradagingat produk
jasa yang dihasilkan merupakan sesuatu produk tydalg ada saingannya di

pasaran.
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2. Pelayanan Profesional
Pelayanan professional yang harus diberikan oleh fmnaga kerja di
lapangan sebagai implementasi daripada program epdvengan SDM,
merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen SDévigatur proses sejak
awal sampai akhir, yang terdiri dari: perencangaenggerakan, kontrol,

rekrutmen, pengembangan, kompensasi, pemelihataarpemberhentian.

Semua aktivitas tersebut di atas merupakan aspekjeral dan aspek
operatif dalam upaya pencapaian tujuan organisgsira optimal. Program
pengembangan SDM secara pribadi membrikan nilab&mnterhadap SDM
yang bersangkutan, artinya program pengembangan Si2kéebut
memberikan ilmu pengetahuan knpwledgg keterampilan gkills),
kepribadian grivacy), dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
(science and technolopysedangkan yang bersifat sosaglnya penddikan
membua SDM menad cadas inelektual emosional
dan mkomotork, membeikan status saoal (sccial status) artinya ada
penghargaan ari perusaban, membuat senandpleasure) memberikan niéi
tambah(added valuedlan rasionalDengan mendapatkan jaspengembagan
SDM lewat pendidkan, misalnya melalui konse “invesmentin human
capital'. Harapanng, adalah ada gnerimaan ada grtumbithan ekonomi
menciptakan lapangan kg, memperdbeh pekajaan dan akhirnya
masyarakd mempeoleh pendgatan Jad, dermgan kosp itu, maka
pendidkan akan bdungsi sebagahuman ife, education is for all and the

long life eduation (UNESCQ 1944: 14).
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Kemampuan pesahaan dam melaksanakan sesuatu pekerjaan diukur
dalam satuan kinerja. Kinerja dalam pengertiannysebaditkan sebagai
prestasi atau capaian prestai®s sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya
Kinerja juga disebutkan sebagperformance Hassan & Echols (dalam
kamus Inggs 2003) menyebutkanperjormancesebagai prestasKinerja
merupakanoutput atau hasil kerja yang dicapai olebssorang atau suatu
institusi. Kinerja atauperformancedalam hal inmempuryai sandar, dimara
performarce standardsnenurut kamus istilah manajemen disebutkan sébaga
standar-standar pekerjaan yang membandingkan kindandakan khusus
dengan kepercayaan-kepercayaangbijaksanaarkebjaksaan hukurn-

hukurn kebiasan-kebiasaandan h&hal tidak bewujud lainnya.

C. Pengukuran Kualitas Pelayanan
Menurut Dr. H. Bahrul Kirom dalam bukunyaMéngukur Kualitas
Pelayanan dan Kepuasan Konsurhemengemukakan bahwa kualitas pelayanan
dapat diukur dari :
1. Nilai Kerja (Work Values)

Dalam = program = pengembangan SDM perusahaan prinsip
pengembangan nilai-nilai kerja sangat berpengamrhatlap hasil kerja
seseorang secara keseluruhan. Nilai nilai kerj&réefkejujuran, tanggung
jawab, dedikasi, dan komitmen dianggap sebagai mdasar yang harus
terpenuhi dalam upaya memiliki tenaga kerja yangeten. Nilai nilai

dasar yang melekat pada diri seseorang ini akanudankan perusahaan
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dalam membentuk tenaga kerjanya menjadi sesuaiekdesd. Nilai nilai
dasar yang kemudian membentuk nilai nilai luhuadabekerja, merupakan
modal dasar seseorang untuk melangkah lebih jaldamdpengembangan
karirnya dikemudian hari.

SDM tanpa nilai nilai dasar seperti ini, tidak dagdarapkan terlalu
jauh untuk dapat mengembangkan potensinya sesuapdra perusahaan.
Tanpa nilai nilai dasar yang dimiliki seseorangadalupaya menciptakan
manusia manusia unggul dalam perusahaan, merupakanatu yang
mustahil untuk dicapai. Tuntutan agar setiap araygarusahaan memiliki
nilai-nilai dasar seperti disebutkan diatas, menjadtutan yang menjadi
teramat penting, mengingat kondisi perkembanganisisra global yang
semakin menuntut pelayanan menjadi lebih baik. Mu@002: 190),
menyebut bentuk layanan menjadi tiga, yakni: lagatengan lisan, layanan
melalui tulisan, dan layanan dengan perbuatan.

Bentuk-bentuk layanan seperti tersebut diatas nageup bentuk
layanan yang diberikan pada umumnya. Pada perusghaa pelayanan
publik atau perusahaan jasa lainnya, ketiga belatydnan tersebut menjadi
satu kesatuan yang tidak berdiri sendiri. Akanpiebeentuk layanan dengan
“perbuatan”, merupakan bentuk kongkret layanan ydimprikan kepada
konsumen. Layanan dengan perbuatan menuntut kajujteinggung jawab,
dedikasi dan komitmen untuk dapat melayani dengaarggguhnya.

Pelayanan yang diberikan tanpa disertai dengarjukajy misalnya,

akan menghasilkan bentuk layanan tidak sebagainyamg diharapkan.
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Bagaimana mungkin, konsumen dapat menerima laygaiag tidak disertai
kejujuran: kejujuran dalam memberikan informasi, jukgan dalam

memberikan pelayanan sehingga konsumen memperefguklayanan yang
terbaik, atau bentuk layanan yang tidak bertanggam@b. Apa jadinya,
kalau semua itu diberikan oleh perusahaan jasa yamgurusi kepentingan

masyarakat banyak (pelayanan publik).

2. Semangat Kerja (Work Spirit)

Faktor lain yang sangat mempengaruhi seseorang kukela
pelayanan dengan baik adalah semangat kerja, aegedengan semangat
kerja yang rendah akan menghasilkan kinerja kegagyjuga rendah,
sebaliknya seseorang dengan semangat kerja yaggi tekan mampu
menghasilkan kinerja yang tinggi bagi perusahaameédgat kerja yang
tinggi dari para pelaksana perusahaan akan mammdangkrak kinerja
perusahaan menjadi lebih baik. Semangat kerja yanggi inilah yang
dibutuhkan oleh perusahaan dari para tenaga kerjagpab dengan modal
semangat kerja yang tinggi ini pula akan menentyseriorma perusahaan
dimasa datang. Faktor semangat kerja yang poséiijadi bagian mutlak
daripada kelanjutan usaha perusahaan.

Semangat kerja didasari oleh ethos kerja yang ada giri seseorang
semakin tinggi semangat kerjanya akan semakin itipgp sesuatu yang
dapat dihasilkan dari pekerjaannya, hasil kerjagydimggi dinyatakan

produktivitas. Artinya, semakin tinggi semangat jkeseseorang dalam
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menyelesaikan pekerjaannya, akan semakin tingga pubduktivitasnya,

yang pada akhirnya akan berdampak pada produldiyierusahaannya.
Sekarang berkembang pemahaman bekerja tidak cuiuogad kerja keras,
tetapi juga harus disertai dengan bekerja secadaseArtinya, bekerja keras
dengan semangat kerja tinggi masih di pandang belikuap, karena bekerja
dengan cara seperti itu masih belum optimal, tejaga harus di iringi

dengan bekerja cerdas. Cerdas dalam memeilih tasopgekerjaan, cerdas
dalam membaca tingkat pemborosan dalam pekerjeatias dalam memilih

rekan kerja agar lebih cepat tercapai.

3. Keterampilan Berkomunikasi (Communication Skills)

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam pé&ngan kualitas
pelayanan adalah keterampilan dan kemampuan slai daerkomunikasi
dengan konsumen. Bahasa komunikasi ini menjadi gé@mb antara
perusahaan dengan para konsumennya dalam menjalanisaha.
Kemampuan staf dalam berkomunikasi juga merupakagiabh dari
keberhasilan pelayanan, ketidakmampuan staf dal@amjatin komunikasi
dengan konsumen dapat berpengaruh terhadap tikgkailain dan keluhan
terhadap perusahaan. Gibson et al. (2006:13) matkabbahwa:

Organizational survival is related to managemen#bility to
receive, transmit, and act on information. The camitation
process links the organization to its environmesitwaell as to its

parts. Information flows to and from the organipatiand within
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the organization. Information integrates the adies within the
organization
Kemampuan berkomunikasi tidak hanya harus dimili&rusahaan,

akan tetapi sangat penting artinya harus dikuaga Serutama yang
bertugas melayani konsumen, karena menyangkut hafiEm misi
perusahaan dalam melayani konsumennya. Kemampusgkonignikasi
dengan konsumen tersebut merupakan ukuran tingdagrkasilan kinerja.
Rick Conlow alih bahasa Kumala Insiwi Suryo (20@®) menyebutkan,
bahwa strategi berkomunikasi yang proaktif ada fzgd#e cara, diantaranya
adalah: membuat komitmen. Di Jepang dikenal Kaiz@amg artinya
perbaikan berkelanjutan. Pergunakan hal ini dalamunikasi yang anda
lakukan. Mungkin bukanlah merupakan pembawaan &stdpi sikap anda
menunjukkan perangai anda. Peningkatan komunikasiupakan proses

yang memerlukan waktu panjang.

D. Peran DinasKebudayaan dan Pariwisata

Pemerintah Dinas Pariwisata bertanggung jawab et@sat hal utama
yaitu; perencanaanplanning daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan
(developmentfasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengatuiebijakan
(policy) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan pergregulation). Berikut
ini adalah penjelasan mengenai peran-peran permlerddlam bidang pariwisata

tersebut di atas :
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1. Perencanaan Pariwisata

Pariwisata merupakan industri yang memiliki kriaekriteria khusus,
mengakibatkan dampak positif dan negatif. Untuk mxemhi kriteria khusus
tersebut, memaksimalkan dampak positif dan memikanadampak negatif
yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembanganigsa diperlukan
perencanaan pariwisata yang matang. Kesalahan dagsemcanaan akan
mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalal@ain konflik
kepentingan di antara pastakeholdersMasing-masing daerah tujuan wisata
memiliki permasalahan yang berbeda dan memerluktan jkeluar yang
berbeda pula.

Dalam pariwisata, perencanaan bertujuan untuk npanc#a-cita atau
tujuan pengembangan pariwisata. Secara garis pesancanaan pariwisata
mencakup beberapa hal yang penting yaitu:(1) parexen pembangunan
ekonomi yang bertujuan untuk memacu pertumbuhabalger jenis industri
yang berkaitan dengan pariwisata, (2) perencanaarbangunan lahan, (3)
perencanaan infrastruktur yang berhubungan deradamn, joandar udara, dan
keperluan lainnya seperti listrik, air, pembuangampah dan lain-lain, (4)
perencanaan pelayanan sosial yang berhubunganrdpeggediaan lapangan
pekerjaan, pelayanan kesehatan, pendidikan dajakémman sosial, dan (5)
perencanaan keamanan yang mencakup keamanan lintertioik daerah

tujuan wisata dan para wisatawan.
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2. Pembangunan Pariwisata

Pembangunan pariwisata pada umumnya dilakukanseleior swasta
terutama pembangunan fasilitas dan jasa pariwiddtanun, pengadaan
infrastruktur umum seperti jalan, bandar udara, kkgrerluan lainnya seperti
jalan, listrik dan air yang berhubungan dengan perigangan pariwisata
terutama untuk proyek-proyek yang berskala besag yaemerlukan dana
yang sangat besar seperti pembangunan bandar jadanantuk transportasi
darat, proyek penyediaan air bersih, dan proyek bp@amgan limbah
merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itonep@atah juga berperan
sebagai penjamin dan pengawas para investor yangmamkan modalnya

dalam bidang pembangunan pariwisata.

3. Kebijakan Pariwisata

Kebijakan merupakan perencanaan jangka panjang gesrgakup
tujuan pembangunan pariwisata dan cara atau progeEEhcapaian tujuan
tersebut yang dibuat dalam pernyataan-pernyataamafeseperti hukum dan
dokumen-dokumen resmi lainya. Kebijakan yang dibpemerintah harus
sepenuhnya dijadikan panduan dan ditaati oleh gtak@eholdersKebijakan-
kebijakan yang harus dibuat dalam pariwisata addebijakan yang
berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, peningka&sempatan kerja,
dan hubungan politik terutama politik luar negeri.

Umumnya kebijakan pariwisata dimasukan ke dalam ijdden

ekonomi secara keseluruhan yang kebijakannya mapcakruktur dan
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pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kebijakan ekoryang harus dibuat
sehubungan dengan pembangunan pariwisata adalajakiaeb mengenai
ketenagakerjaan, penanaman modal dan keuangarstririddustri penting

untuk mendukung kegiatan pariwisata, dan perdagebgeng dan jasa.

4. Peraturan Pariwisata
Peraturan pemerintah memiliki peran yang sangatinenerutama

melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertipgngalaman
perjalanannya. Peraturan-peraturan penting yangushadibuat oleh
pemerintah untuk kepentingan tersebut adalah: faj@n perlindungan
wisatawan terutama bagi biro perjalanan wisata yangngharuskan
wisatawan untuk membayar uang mukiegosit paymeptsebagai jaminan
pemesanan jasa seperti akomodasi, tour dan lan{BiPeraturan keamanan
kebakaran yang mencakup pengaturan mengenai jumiamal lampu yang
ada di masing-masing lantai hotel dan alat-alatdpkang keselamatan
lainnya; (3)Peraturan keamanan makan dan kesehgaag mengatur
mengenai standar kesehatan makanan yang disugliekata wisatawan;
(4)Peraturan standar kompetensi pekerja-pekerjag yanembutuhkan
pengetahuan dan keahlian khusus seperti pilot, r,sadn nahkoda.
Pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlédksdinakan oleh

pemerintah.
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Kurang lebih ada 31 urusan di bidang kepariwisatgang saat ini
telah diserahkan pemerintah pusat kepada daeraikébtpaten. Berikut
adalah gambaran jumlah urusan kepariwisataan yasgaadi kewenangan

kota dan kabupaten.

Tabd I1.1 Urusan di Bidang Kepariwisataan yang M enjadi

Kewenangan Kota dan Kabupaten

JenisUrusan Jenis Usaha

a. Objek dan daya | 1. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata
tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang
berwujud keindahan alam serta flora dan
fauna.

2. Pengusahaan ODTW hasil karya manusia
yang berwujud peninggalan purbakala, seni
budaya, wisata agro, wisata buru, taman

rekreasi dan lain-lain.

3. Pengusahaan ODTW minat khusus sepeit
arung jeram, diving, snorkeling,

petualangan dan lain-lain.

b. Rekreasi dan Usaha gelanggang renang, usaha pemandujan,

Hiburan Umum | usaha padang golf, usaha kolam micing, usaha
gelanggang bowling, usaha rumah billiard,
usaha pasar seni, usaha olahraga tertutup dan

terbuka dan lain-lain.

c. Usaha Jasa a. Akomodasi
Sarana Wisata 1. Usaha hotel berbintang
2. Usaha hotel non bintang

3. Usaha penginapan

4. Usaha pondok wisata




JenisUrusan

JenisUsaha

5. Usaha bumi perkemahan
6. Usaha persinggahan caravan

b. Usaha makan dan minuman
1. Restoran/rumah makan Talam Kencana
2. Restoran/rumah makan Talam Salaka
3. Restoran/rumah makan Talam Gangsa
4. Jasa boga/catering
5. Warung makan

c. Usaha Sarana Wisata
1. Usaha kawasan wisata
2. Usaha sarana wisata tirta
3. Usaha angkutan wisata sarat,laut,udara
4. Usaha penyewaan rumah di kawasan re

estate

d. Usaha Jasa

Pariwisata

Usaha biro perjalanan wisata
Biro perjalanan non cakra

Agen perjalanan wisata

Usaha pramuwisata

Usaha jasa konsultan

Usaha impesariat/even organizer
Usaha MICE

8. Usaha jasa informasi pariwisata

N o o bk o bR

Sumber : Jurnal MRL Volume 1, 2010

al
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5. Pengembangan Urusan K epariwisataan

Dalam menyusun pengembangan kepariwisataan perlantdaskan
kepada pengembangan kepariwisataan baik seca@aksnaupun daerah.
Pengembangan kepariwisataan pada tingkat Jawa, Beledt menempatkan
kepariwisataan sebagdCore Businesspembangunan Jawa Barat, perlu
diuraikan secara sistematis dan sinergi oleh bail@igak baik pemerintah
kota, kabupaten pengusaha usaha pariwisata dararakat; melalui fungsi
dan peran masing-masing komponen di atas.

Dalam penyusunannya, pengembangan kepariwisataarrlu pe
mempertimbangkan beberapa isu strategi kepariveisayang pada saat ini
merupakan permasalahan yang perlu dicari jalanakeya. Isu strategis
dimaksud meliputi antara lain:

a. Pengembangan daerah tujuan wisata dalam ketenmgi#tadengan
daerah kota, kabupaten di Jawa Barat dan di |lwea Barat.

b. Tingkat kunjungan wisatawan

c. Kompetensi SDM

d. Kepedulian terhadap lingkungan

e. Pengembangan ekonomi rakyat

f. Sinergitas kepariwisataan dengan seni budaya

g. Prasarana menuju ODTW

Berdasarkan pendekatan isu strategis tersebutadi aelanjutnya

disusun suatu prioritas pengambangan urusan kepataan yang memiliki

nilai strategis, bagi pengembangan kepariwisataata ldan kabupaten.
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Dalam prioritas pengembangan urusan kepariwisakteaas tergambarkan
dan teruraikan berbagai unsur yang mendukung seypéatra lain :

a. Prasarana dasar, baik prasarana fisik maupun binaan

b. Daya dukung sosial budaya, atraksi wisata

c. Peranan masyarakat

d. Langkah-langkah pemasaran

e. Fasilitas yang akan dikembangkan

f. ~ Penyerapan sumber daya manusia

g. Manfaat ekonomi

h.  Penataan lingkungan/eko tourism

I. Penentuan zonasi peruntukan bila potensi alam gaegnbangkan

J. Peruntukan lahan/tata ruang

k. Legalitas dari lembaga (pemerintah, swasta)

I. Jangka waktu/tahapan program

m. Lanskap dan penataan arsitektual

n. Site plan

0. Kepemilikan lahan geografis

Program adalah instrument kebijakan yang berisu s#tu lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerietabaga/swasta untuk
mencapai sarana dan tujuan serta memperoleh almkggaran atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan pemerintah. Progpaoritas dilakukan
sebagai usaha untuk pencapaian tujuan pengemba&eganwisataan yang
lebih menitikberatkan terhadap urusan yang berasalilan memiliki daya

saing serta memiliki spesifikasi yang mampu menittaas unggulkan yang
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berdampak positif bagi kemajuan perekonomian damstasi. Gambaran

terhadap penyusunan program/tindakan prioritasaadsdbagai berikut :

Bagan I1.1 Program Prioritas Urusan K epariwisataan

Isyu / Permasalahan

Strategi Pengembangan

Perencanaan Pengembangan

A

Penetapan Program

A 4

Tindakan Prioritas

Pembiayaan Swasta,

Pemerintah

Investasi

Obyek dan daya tarik wisatg

A

Kawasan wisata

Sumber : Jurnal MRL Volume 1, 2010
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Dari gambar tersebut dapat diuraikan langkah-langlsebagai
berikut:

a. Perencanaan pengembangan Kkepariwisataan adalales prastuk
menetukan tindakan masa depan yang tepat, melalt@ru pilihan
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

b. Penetapan program merupakan jembatan antara stdaegindakan
prioritas yang sudah lebih jelas arah dan tujuan@as kaitannya satu
sama lain dan jelas bagaimana masing-masing dapsidukung
tercapainya tujuan.

c. Prioritas pengembangan obyek dan daya tarik wikaya/tarik wisata
merupakan pilihan yang akan dikembangkan untuk apickualitas
dan memiliki daya saing.

d. Tindakan prioritas merupakan kegiatan pelaksanaamggmbangan
obyek wisata dan daya tarik wisata/kawasan wisata yelah melalui
berbagai penilaian dan analisis, siap dikembangkan.

Sumber pembiayaan merupakan stimulus untuk tencggai
pengembangan dan program pengembangan yang bersdaniy@emerintah,

swasta maupun masyarakat.



Bagan 1.2 Konsep Pengembangan K epariwisataan

Paradigma Baru
Kepariwisataan

28

Peraturan
Perundang-
Perundangan

Reformasi/
Otonomi
Daerah

Manajemen
Urusan
Pariwisata

Pola
Perjalanan
Wisatawan

Destinasi
Komunitas

Globalisasi

A 4

Kebijakan
Pembangunan
Kepariwisataan

A

A

\

Isu / Permasalahan|

'

A 4

20 tahun (RPJP)
5tahun(RPJM)

1 tahun (RPTD)

A

Strategi
Pengembangan
Pariwisata
A
Perencanaan Pengembanggan
Kepariwisataan B _
A
\ 4
v
Swasta Pemerintah

Kabupaten/Kota

A

A

A

y
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E. Kebijakan Pemerintah Tentang Kualitas Pelayanan

Kemampuan memberikan pelayanan secara professior@lpakan
tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi mengingaiskmnen dalam hal ini selalu
berada pada posisi yang dirugikan, hal tersebuterkiyat dengan telah
diberlakukannya Undang-undang No. 8 tahun 1999 atentperlindungan
konsumen, yang pada dasarnya mengatur hak-hak rkemsudimana konsumen
harus diperlakukan atau dilayani secara benar wan gidak diskriminatif, serta
untuk didengar pendapat dan keluhannya atas badamgatau jasa yang
digunakannya. Sehingga dengan demikian tidak adarnatif lain bagi
perusahaan yang bergerak pada bidang pelayananumapgdayanan publik
(public servicg untuk berupaya memperbaiki tingkat pelayananngagylebih
baik kepada konsumennya.

Keharusan memberikan pelayanan secara profesdiepalda konsumen
ternyata juga menjadi suatu kewajiban yang hanpendhi penyedia jasa
pelayanan dan hal itu diatur dalam Undang-Undang 8N\tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen. Kewajiban menjadikan sta#flaygnan mampu
memberikan pelayanan secara professional kepada pansumen juga
merupakan tuntutan yang tidak mudah untuk dipeapgbila perusahaan jasa
pelayanan tidak dengan segera merintisya. Terup@da perusahaan-perusahaan
Negara pada umumnya.

Upaya untuk mempersiapkan SDM pelayanan menjadgeetenaga yang
profesional, yang mampu memberikan pelayanan sehaga diharapkan,

menjadi sesuatu hal yang tidak mudah diwujudkannt&an kearah SDM yang
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mampu menguasai pekerjaannya secara professionahbutighkan pola
pembinaan dan pembekalan pekerjaan tersendiri. Haglap seperti ini, maka
peran pendidikan memegang posisi penting dalam reesiapkan tenaga kerja
pelayanan menjadi teanga kerja yang mampu membepidayanan dengan baik,

sebagai bentuk pendidikan dan pembelajaran bejjliédan



F. Kerangka Pemikiran

Bagan 11.3 Kerangka Pemikiran
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